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Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah masyarakat pelaku usaha 
menaruh perhatian besar terhadap keberpihakan pemerintah dalam implementasi 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberpihakan 
pemerintah terhadap pelaku usaha dapat dilihat dari kewenangannya dalam 
memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro, kecil 
dan menengah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian dengan 
judul “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Layanan Bantuan dan 
Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, memiliki rumusan 
masalah bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dan kendala 
yang dihadapi pemerintah daerah dalam layanan bantuan dan pendampingan 
hukum bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan 
kewenangan pemerintah daerah dalam layanan bantuan dan pendampingan hukum 
bagi UMKM berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja serta mengkaji kendala 
yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan bantuan dan 
pendampingan hukum bagi pelaku UMKM. 
Penelitian ini menggunakan metode library search. Adapun sumber data yang 
digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari Undang-Undang, jurnal 
hukum dan karya tulis hukum, serta data non hukum dari internet dengan sumber 
terpecaya yang dapat dijadikan referensi. Kemudian data akan dianalisa dengan 
menggunakan metode kualitatif, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir 
secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data 
sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan 
masalah dalam penelitian ini 
Berdasarkan analisa data yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam layanan bantuan dan 
pendampingan hukum bagi UMKM secara umum sudah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta kendala pelaksanaan 
layanan bantuan dan pendampingan hukum oleh pemerintah daerah yang 
diuraikan bahwa kendala utama yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan 
pelaku UMKM tentang regulasi terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja 
khususnya pada layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM 
sehingga dalam implementasinya kurang berjalan dengan maksimal. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 









In the context of administering local government, the community of business 
actors No. Great attention to the government's alignment in the implementation of 
Law 11 of 2020 concerning Job Creation. The government's alignment with 
business actors can be seen from its authority in providing legal assistance and 
assistance services for micro, small and medium enterprises in accordance with 
the Job Creation Act. The research entitled "Implementation of Local Government 
Authorities in Legal Assistance and Assistance Services for Micro, Small and 
Medium Enterprises Based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation", 
has a formulation of the problem of implementing local government duties and the 
obstacles faced by local governments in assistance services. and legal assistance 
for UMKM. This study aims to examine the examination of local government 
authorities in legal assistance and assistance services for UMKM based on the Job 
Creation Act and to examine the obstacles faced by local governments in 
implementing legal assistance and assistance services for UMKM actors. 
This research uses library search method. The data sources used are primary and 
secondary data from laws, legal journals and legal papers, as well as non-legal 
data from the internet with trusted sources that can be used as references. Then the 
data will be analyzed using qualitative methods, which are then analyzed using 
deductive thinking methods using theories from literature studies (secondary 
data), then conclusions are made that are useful for answering the formulation of 
the problem in this study. 
Based on the data analysis carried out, it was concluded that the implementation 
of local government duties in legal assistance and assistance services for UMKM 
in general was in accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job 
Creation and the obstacles to implementing legal assistance and assistance 
services by local governments described The main obstacle that occurs is the lack 
of knowledge of UMKM actors about the latest regulations in the Job Creation 
Act, especially on legal assistance and assistance services for UMKM so that their 
implementation is not optimal. 
Based on the results of this study, it is expected to be information and input for 
students, academics, practitioners and all parties in need within the Faculty of 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berbicara tentang konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu 
negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam 
Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya 
berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah 
dan pihak lain yang diperintah (the rule and the ruled).1 Selain itu, Miriam 
Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari 
penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (de staat in 
beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, 
berprestasi, dan berkinerja melayani warganya, oleh karena itu Negara 
harus diberi kekuasaan.  
Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan 
seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah 
laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku 
itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.2 Kamus 
Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan sebagai hak dan 
kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.3 Kewenangan adalah 
kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan 
 
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2008, hlm. 35. 
2 Ibid. 
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 





terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang 
bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu 
saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang 
adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.4 
Membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya 
dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum 
yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas 
legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai 
pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara 
yang menganut konsep negara hukum.5 Dalam konsepsi negara hukum, 
wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan 
yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman yang dikutip oleh 
Ridwan HR, bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia 
memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan 
oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan 
wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan akan tetapi juga 
terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.6 
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah :  
 
4 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1981,  hlm. 29. 
5 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan,  Jakarta: Kencana, 2014,  hlm. 93. 





“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
Dalam perspektif welfare state, pemerintah dibebani kewajiban 
untuk menyelenggarakan kepentingan umum (bestuurszorg) atau 
mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam menyelenggarakan 
kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan dalam 
kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh 
hukum.7 Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 33 ayat (4) 
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Untuk 
mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui 
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance and good 
government). Demokrasi ekonomi sebagai sendi utama sistem ekonomi 
Indonesia diperlukan untuk menunjang terwujudnya kesempatan yang 
makin terbuka secara merata dan adil, terwujudnya kemampuan untuk 
memanfaatkan peluang yang makin merata di antara warga negara dan 
 





terwujudnya rasa kebersamaan yang makin meresap di semua lapisan 
masyarakat.8 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 
amanat UUD NRI Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang 
ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat 
mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintahan, menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 
daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).9 Dalam pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
dijelasksan bahwa “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam 
melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi 
pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.” 
Salah satu bentuk implementasi dari fungsi pelayanan dari 
pemerintah adalah memberi layanan bantuan dan pendampingan hukum 
bagi UMKM. Layanan bantuan dan pendamping hukum bagi UMKM 
adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk 
memudahkan proses seperti penyuluhan dan konsultasi hukum, mediasi, 
 
8 Prijono Tjiptoherjianti dan Said Zainal Abidi, Reformasi Administrasi dan 
Pembangunan Nasional, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia, 1993, hlm. 131. 
9 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar 





penyusunan dokumen hukum, perizinan usaha, hingga pendampingan di 
luar pengadilan. Tidak hanya memberikan bantuan hukum secara 
langsung, pemerintah juga dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada 
UMK yang meminta layanan dan pendampingan hukum yang disediakan 
oleh pihak lain. 
Pihak lain yang dimaksud antara lain tenaga profesional yang 
memiliki izin praktik advokat, lembaga pemberi bantuan hukum, dan 
perguruan tinggi. Dalam pemberian bantuan, terdapat beberapa bentuk 
pelayanan dan pendampingan hukum yang harus dipenuhi oleh 
pemerintah. Pertama, harus dapat mengidentifikasi permasalahan hukum 
yang dihadapi UMK. Kedua, harus dapat memberikan informasi mengenai 
bentuk dan cara mengakses bantuan hukum kepada UMK. Ketiga, 
pemerintah mengemban tugas untuk meningkatkan literasi hukum UMK. 
Keempat, pemerintah pusat dan pemda wajib mengalokasikan anggaran 
untuk program dan kegiatan layanan bantuan serta pendampingan 
hukum. Kelima, pemerintah wajib bekerja sama dengan instansi terkait 
seperti perguruan tinggi hingga organisasi profesi hukum. 
Masyarakat menaruh perhatian besar terhadap keberpihakan 
pemerintah dalam implementasi Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Hal tersebut terlihat dari antusiasme 
publik memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) terkait perizinan usaha, koperasi, dan Usaha Mikro 





Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) membawa keberkahan 
bagi para pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuan 
dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu memberikan kemudahan, 
perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.10. 
Berdasarkan pasal 96 BAB V Bagian ke Sembilan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi : “Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib 
menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha 
Mikro dan Kecil.”. Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum 
kepada UMK ini wajib dilaksanakan dan diberikan secara gratis oleh 
setiap kementerian dan lembaga (K/L) serta perangkat daerah yang terkait 
dengan UMKM sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hasil 
pemberian bantuan hukum kepada UMK wajib dilaporkan kepada 
Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM akan 
mengevaluasi program ini paling sedikit sebanyak 1 kali dalam setahun11. 
Berdasarkan realitas dan penjelasan di atas merupakan suatu hal yang 
menarik bagi penulis mengkaji lebih jauh dan mengambil skripsi dengan 
judul :  
 
10 Dwiki Julio Dharmawan, UU Cipta Kerja Sah! 5 Kemudahan Yang Bakal 
Diperoleh UMKM, smartlegal.id, 8 Desember 2020, 
https://smartlegal.id/perizinan/2020/12/08/uu-cipta-kerja-sah-5-kemudahan-yang-bakal-
diperoleh-umkm/ (Diakses pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 21.00 WIB) 
11 Muhamad Wildan, UMKM Kena Masalah Hukum, Pemerintah Bakal Beri 
Bantuan Gratis, news.ddtc.co.id, 25 Februari 2021, https://news.ddtc.co.id/umkm-kena-
masalah-hukum-pemerintah-bakal-beri-bantuan-gratis-28017?page_y=832 (Diakses pada 





“Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Layanan 
Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka 
diangkatlah rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam 
layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ? 
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam 
melaksanakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku 
UMKM ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam 
layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
2. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam 








D. Manfaat penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut 
: 
1. Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data 
bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan guna 
mencapai tujuan studi Program Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum 
Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Secara praktis untuk menjadikan masukan bagi seluruh komponen 
masyarakat beserta pemerintah tentang kewenangan pemerintah daerah 
dalam layanan bantuan dan pendamping hukum bagi UMKM. 
E. Tinjauan Pustaka 
Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian 
yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 
Maka dari itu penulis mengkaji beberapa penelitian yang sudah ada 
sebagai bahan pertimbangan penulis dalam melaksanakan penelitian ini : 
1. Penelitian oleh Suarni. S dalam penelitiannya yang berjudul 
“Fungsi Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Koperasi 
Di Kabupaten Jeneponto”. Adapun persamaan penelitian 
tersebut dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji peran atau 
kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan kajian 
yang lebih spesifik terletak pada fungsi yang dijalankan 





pemberdayaan terhadap koperasi, penulis mengkaji fungsi 
layanan terhadap UMKM. 
2. Penelitian oleh Teguh Prasetio dalam penelitiannya yang 
berjudul “Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam 
Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Adapun persamaan dengan 
penelitian yang penulis buat adalah sama-sama mengkaji 
tentang kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
Perbedaanya adalah penelitian tersebut lebih fokus terkait 
perizinan industri. Sedangkan penelitian yang penulis buat 
fokus terhadap layanan bantuan dan pendamping hukum bagi 
UMKM. 
3. Penelitian oleh Suwari Akhmaddhian, Bias Lintang Dialog, 
Dikha Anugrah dan Yani Andriyani dalam penelitiannya yang 
berjudul “Bantuan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil dan 
Menengah Di Kecamatan Selajambe, Kuningan”. Penelitian ini 
menjelaskan tentang Bantuan hukum bagi pelaku usaha yang 
terkait dengan merek, paten, izin usaha, pajak, pungutan liar, 
perjanjian pembiayaan atau pendanaan dengan pihak ketiga 
yang dapat dijadikan sebagai tinjauan penulis dalam 





Berdasarkan penelitian yang telah dibaca penulis terhadap beberapa 
penelitian yang telah ada, maka belum terdapat penelitian yang membahas 
tentang tema yang sedang peneliti kaji. Perbedaan yang mendasari dengan 
penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti lebih fokus mengkaji 
kewenangan pemerintah dalam layanan bantuan dan pendamping hukum 
bagi UMKM yang baru-baru ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Cipta 
Kerja setelah direvisi pada akhir tahun 2020 . Maka dari itu, hal tersebut 
belum banyak dikaji oleh peneliti lain. 
F. Metode Penelitian 
a. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan 
data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia 
dalam berbagai bentuk. Data sekunder umumnya berupa dokumen, 
catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan 
maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Alasan peneliti 
menggunakan jenis penelitian tersebut karena hal-hal yang berkaitan 
dengan penelitian yaitu berupa dokumen. 
b. Pendekatan penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 
normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum 
utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 





dengan penelitian ini. Alasan peneliti menggunakan pendekatan 
penelitian normatif karena bahan utama dari penelitian ini adalah 
peraturan perundang-undangan. 
c. Sumber data 
Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu 
data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 
penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder 
diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan 
teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau 
pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh 
informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data 
melalui nahkah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum dapat 
dibedakan menjadi tiga yaitu : 
- Bahan hukum primer, dapat berupa undang-undang, peraturan 
pemerintah dan ketentuan formal lainnya. 
- Bahan hukum sekunder, dapat berupa jurnal-jurnal hukum, buku-
buku hukum dan karya tulis hukum atau pandangan menurut ahli 
hukum. 
- Bahan non hukum, yang akan digunakan oleh penulis seperti 
informasi dari internet dengan sumber yang dapat dipercaya, 
maupun sumber-sumber lain yang bisa memberikan penjelasan 






d. Metode pengumpulan data 
Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian 
kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, 
yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh 
melalui kepusatakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah 
literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan 
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
e. Metode analisis data 
Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun 
data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara 
sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut 
pemikiran dari penulis. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, 
tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 
secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode 
analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang 
diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya 
kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan 
metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari 
studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang 




12 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung: PT. Citra 





G. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan hasil penelitian ini agar terperinci, maka harus 
adanya sistematika pembahasan. Pada bagian pertama yang meliputi 
halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman 
persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, 
daftar isi, dan abstrak. Kemudian sistematika selanjutnya yaitu :  
Bab I  PENDAHALUAN 
Membahas perihal latar belakang penelitian, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan. Urutan 
penulisan pada Bab I sebagai berikut: 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Tinjauan Pustaka 
F. Metode Penelitian 
G. Sistematikan Penulisan  
Bab II TINJAUAN KONSEPTUAL 
Pada bab ini membahas perihal tentang norma hukum, teori hukum 
yang berhubungan erat dengan penelitian yang diangkat oleh 
penulis dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat 





A. Tinjauan tentang Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum 
B. Tinjauan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
C. Tinjauan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah 
Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan-
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya 
adalah menjelaskan faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian 
kuasa menjual, kemudian menganalisa penerapan perjanjian 
tersebut. Urutan penulisan pada Bab III sebagai berikut: 
A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Layanan 
Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMKM Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
B. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam 
Melaksanakan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum 
Bagi Pelaku UMKM 
Bab IV PENUTUP 
Bab IV merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas 
sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Urutan penulisan 
pada Bab IV sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 
B. Saran 







A. Tinjuan Tentang Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum 
1. Pengertian Layanan Bantuan Hukum 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
mengatur mengenai pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan 
Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima 
Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, 
pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. Undang-Undang tentang 
Bantuan Hukum ada karena Hak atas Bantuan Hukum telah diterima 
secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin 
semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus 
dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. 
Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara 
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai 
implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta 
menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap 
keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality 





Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan 
perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang 
tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk 
menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang 
miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan 
hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus 
diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang tentang 
Bantuan Hukum yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum.13 
Dalam garis besar pengertian umum mengenai bantuan hukum 
adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau 
pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan 
hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di 
bidang hukum administrasi Negara, baik dalam pengadilan maupun 
diluar pengadilan.  Beberapa definisi tentang bantuan hukum adalah 
sebagai berikut:14 
- Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah 
pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk 
kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau 
diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat 
 
13 UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Jogloabang.com, 14 Oktober 2019, 
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2011-bantuan-hukum (Diakses pada tanggal 
26 April 2021 pukul 19.16 WIB) 
14 Diding Rahmat. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 





mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, 
sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa 
peradilan, semi peradilan atau yang lainnya. 
- Menurut C.A.J Crul bantuan Hukum merupakan bantuan yang 
diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan 
perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh 
perlindungan hukum. 
- Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah 
jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum 
secara cumacuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
menjelaskan yaitu Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan 
oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak 
mampu. 
Dalam pengaturan ruang lingkup bantuan hukum ini diberikan 
kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah 
hukum. Dimana masalah tersebut ditentukan secara limitatif yaitu 
masalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata usaha 
negara baik litigasi maupun litigasi. Pemberian bantuan hukum 
secara litigasi terdiri dari : pendampingan dan atau menjalankan 
kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan 





atau menjalankan kuasa di pengadilan tata usaha negara. 
Sedangkan pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi : 
konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, 
pendampingan  di luar pengadilan dan drafting dokumen.15 
2. Pengertian Pendampingan Hukum 
Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan 
(fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam 
mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta 
mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, 
sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.16  
Menurut Suharto, Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan 
oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan 
program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat 
(community facilitator/CF) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, 
penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan 
pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.17 
Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh 
pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu 
dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu 
 
15 Puguh Wiyono, Golongan yang Berhak Menerima Bantuan Hukum, 
sulsel.kemenkumham.go.id, 15 Mei 2019, https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-
informasi/artikel/4449golonganyangberhakmenerimabantuanhukum#:~:text=Sedangkan
%20pemberian%20bantuan%20hukum%20secara,luar%20pengadilan%20dan%20draftin
g%20dokumen, (Diakses pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 19.53 WIB) 
16 Hasan Alwi, Pedoman Pendamping pada Rumah, Jakarta: Departemen Sosial RI, 
2007, hlm. 4. 
17 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika 





mengindentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang 
dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah 
yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi 
oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan 
kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. 
Berkaitan dengan itu pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, 
baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. 
Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan 
keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara 
mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu 
individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan 
kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan 
proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta 
mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam 
rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, 
berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki. 
Pendampingan dalam hukum yaitu berupa Jasa Hukum. Jasa 
Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan 
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk 





3. Dasar Hukum 
a) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 
Dasar hukum layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi 
UMKM terdapat pada pasal 96 BAB V Bagian ke Sembilan yang 
berbunyi : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan 
pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.” 
b) PP Nomor 7 tahun 2021 
PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan 
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak 
lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya 
pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan 
dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai 
peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi 
kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum 
terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan. 
Tindak lanjut yang dimaksud di atas adalah bahwa PP Nomor 7 
tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan 
Koperasi dan UMKM merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal –





Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan 
untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, 
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah.18 
Layanan bantuan dan pendampingan hukum dalam peraturan 
pemerintah ini terdapat pada BAB III bagian kedua paragraf 1 
tentang Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum 
Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Layanan bantuan dan 
pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat 
1 PP Nomor 7 Tahun 2021 meliputi: 
a. penyuluhan hukum; 
b. konsultasi hukum; 
c. mediasi; 
d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau 
e. pendampingan di luar pengadilan. 
B. Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.19 Pasal 1 
dari Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah 
 
18 PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan 
Koperasi dan UMKM,  jogloabang.com, 1 Maret 2021, 
https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-7-2021-kemudahan-pelindungan-pemberdayaan-
koperasi-umkm (Diakses pada tanggal 22 April 2021 pukul 17.50 WIB) 






usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang  tersebut.20 Usaha kecil adalah usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 
atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahan atau bukan 
anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik 
langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha 
besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang tersebut.21 
Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.22 
Terdapat dua istilah yang berbeda untuk Usaha Kecil Menengah, 
yakni, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan UMKM (Usaha Mikro 
Kecil Menengah). Secara substansi dua istilah ini sama maksudnya, 
terdapat sedikit perbedaan pada jumlah nominal aset yang dimiliki 
suatu usaha dan bisnis. Istilah UMKM dipakai untuk mengeneralisir 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan 
 
20 Ibid, Hal. 17. 
21 Ibid, Hal. 18. 





kuantitas aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 
2008. Sementara UKM digunakan pada definisi lembaga-lembaga 
tertentu seperti Bank Indonesia, Depertemen Perindustrian dan 
Perdagangan, serta Badan Pusat Statistik. UMKM (Usaha Mikro Kecil 
Menengah) memiliki berbagai definisi yang berbeda dari berbagai 
lembaga yang berberbeda pula.23 Menurut badan Pusat Statistik tahun 
2003 mendefinisikan UMKM menurut 2 kategori yaitu: 
a. Menurut omset. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai 
aset tetap kurang dari Rp. 200.000.000 dan omset pertahun 
kurang Rp.1.000.000.000 
b. Menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang 
mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga 
kerja. Industri rumah tangga adalah industri yang 
memperkerjakan kurang dari 5 orang. 
UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau 
nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil 
(terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi 
yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan 
tertentu.24 
Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam 
kegiatan ekonomi di Indonesia masa depan pembangunan terletak 
 
23 Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Tanah Air 
Beta, 2020, hlm. 87. 






pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang 
mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di 
Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan 
kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha 
menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi 
perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur 
perekonomian nasional. 
UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor 
ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), 
Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) 
umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan 
bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. 
Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda 
menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan 
pentingnya atau peran UMKM antar negara.  
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian 
Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil 
dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan 
usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan 
usaha yang tidak sehat. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha 





- Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi 
dalam pengembangan produk. 
- Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. 
- Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak 
atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. 
- Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap 
kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan 
perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi. 
- Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran 
kewirausahaan.25 
2. Kriteria UMKM 
Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti 
yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
Tentang UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan 
tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak 
Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan. Tempat 
usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 
300.000.000,00. 
b. Usaha Kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000,00 
sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk 
 
25 Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala 





tanah dan bangunan. Tempat usaha memiliki hasil penjualan 
tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 hingga maksimum Rp. 
2.500.000.000,00. 
c. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan 
bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 hingga paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp. 
2.500.000.000,00 sampai paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00.26 
Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah 
lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan 
Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja 
sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha 
mikro,usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya 
menurut Badan Puat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha 
dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 
sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 
orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang 
masuk dalam kategori usaha besar. 
UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omset, dan jumlah 
tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula 
dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam UMKM itu 
sendiri. Menurut Saifuddin Sarief ciri-ciri usaha mikro yaitu : 
 





- Belum melakukan menejemen/pencatatan keuangan, sekalipun 
yang sedehana atau masih sangat sedikit yang mampu 
membuat neraca usahanya. 
- Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat 
rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa 
wirausaha yang memadai. 
- Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih 
mengenal renternir atau tengkulak. 
- Umunya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas 
lainya, termasuk NPWP. 
- Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya 
kurang dari 4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu 
biasanya berskala mikro. 
- Perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana 
yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan 
usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karna 
biaya manajemenya relatif rendah. 
- Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, 
sederhana, serta dapat menerima bimbingan.27 
Ciri-ciri usaha kecil yaitu : 
- Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen 
keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan 
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perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga 
dan sudah membuat neraca usaha. 
- SDM nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA 
dan sudah memiliki pengalaman usaha. 
- Pada umumnya, sudah memiliki usaha dan persyaratan 
legalitas lainya termasuk NPWP. 
- Sebagaian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi 
business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada 
bank sehingga masih sangat memerlukan jasa pendamping. 
Ciri-ciri usaha menengah yaitu : 
- Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi 
yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih, modren dengan 
pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, 
pemasaran, dan produksi. 
- Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan 
sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan 
pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang 
dilakukan oleh bank. 
- Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi 
anggota organisasi perburuhan. 
- Sudah memiliki segala persyaratan legalitas. 





- Belum memiliki akses ke perbankan tetapi sebagian sudah 
memiliki akses non bank. 
- Tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas.28 
3. Klasifikasi UMKM 
Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki 
jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap 
berbagai macam goncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi 
keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):29 
- Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan 
kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut 
sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima. 
- Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi 
belum memiliki sifat kewirausahaan. 
- Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan 
dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 
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- Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan 
dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB). 
4. Syarat UMKM 
Apabila ingin mendirikan UMKM, diperlukan Surat Izin Pendirian 
Usaha (SIUP) agar usaha sah dan lebih lancar. Dan dengan SIUP, 
membuat kita lebih mudah dan dipercaya saat hendak meminjam 
sejumlah dana usaha ke bank atau forum keuangan lainnya. Berikut 
adalah syarat untuk membuat SIUP30: 
- Mengajukan permohonan rekomendasi kepada walikota atau 
bupati. Pastikan Anda mengisi formulir surat rekomendasi 
(lengkapi data pemohon seperti nama, alamat, dan pekerjaan) 
dan memberikan informasi lengkap seputar luas tanah usaha, 
lokasi, jenis tanah, status tanah, kondisi fisik, dan sebagainya. 
Lengkapi surat tersebut dengan foto kopi KTP, foto kopi 
NPWP, foto kopi tanda lunas PBB, akta pendirian perusahaan 
(jika ada), gambar situasi, bukti kepemilikan tanah, IMB 
bangunan, serta surat izin dari tetangga dengan sepengetahuan 
lurah dan camat. 
- Apabila Anda belum memiliki surat Izin Mendirikan 
Bangunan atau IMB, buatlah dengan cara mengisi formulir 
pengajuan IMB dan ditujukan ke bupati atau walikota 
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setempat. Pastikan formulir tersebut memiliki tembusan ke 
kepala dinas pemukiman. Jangan lupa sertai dengan dokumen-
dokumen yang diminta. 
- Membuat pengajuan permohonan izin gangguan. 
- Melengkapi surat pernyataan kesanggupan buat mematuhi 
ketentuan-ketentuan teknis. 
- Membuat Tanda Daftar Industri (TDI) 
5. Tujuan dan Peran UMKM 
a. Tujuan UMKM 
UMKM didirikan dengan tujuan, antara lain: 
- Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM 
agar usahanya dapat tangguh dan mandiri. 
- Mewujudkan peningkatan struktur perekonomian negara. 
- Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, 
penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 
pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemisikinan.31 
b. Peran UMKM 
Ketentuan-ketentuan suatu peran adalah penggambaran 
normatif mengenai cara-cara melaksanakan fungsi-fungsi untuk 
fungsi-fungsi mana terdapat posisi-posisi, cara-cara yang 
umumnya disetujui bersama dalam kelompok mana saja yang 
mengakui suatu posisi tertentu. Posisi yang dimaksud dalam hal 
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ini adalah posisi sosial individu dalam masyarakat. Posisi sosial 
adalah suatu penempatan individu dalam suatu kelompok atau 
masyarakat sehubungan dengan sumbangan-sumbangan yang 
ditentukan kepada suatu tata hubungan dengan orang lain.32 
Ada tiga alasan utama suatu negara harus mendorong usaha 
kecil yang ada untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah 
karena pada umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja 
yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang 
produktif. Kemudian alasan kedua, seringkali mencapai 
peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan 
teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya 
yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk alasan 
ketiga, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal 
fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. 
Usaha mikro berperan penting untuk membangun 
perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat 
sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang 
akan mendatang. Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar 
terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut adalah peran 
penting Usaha Mikro menurut Departemen Koperasi : 
a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi. 
b. Penyedia lapangan pekerjaan terbesar. 
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c. Pemain penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan 
pemberdayaan masyarakat. 
d. Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi. 
e. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Kecil dan Menengah 
memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian 
suatu negara. Demikian halnya dengan Indonesia, sejak diterpa 
badai krisis finansial pada tahun 1996 silam, masih banyak usaha 
kecil menengah yang hingga saat ini masih mampu bertahan. 
Meskipun mereka sempat goyang oleh dampak yang ditimbulkan, 
namun dengan semangat dan jiwa yang kuat maka mereka secara 
perlahan-lahan mampu bangkit dari keterpurukan dan bermanfaat 
bagi masyarakat maupun negara.33 
C. Tinjauan Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah 
1. Pengertian Kewenangan Pemerintah Daerah 
Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang 
biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati 
terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang 
disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh Undang-
Undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda 
dengan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” tertentu saja 
dari kewenangan. 
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Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan 
semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata lain, 
Prajudi Atmosudirdjo (1988:76) mengemukakan bahwa: Pada 
dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua 
pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan 
pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara 
nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi 
pemerintah lainnya (dalam arti luas). 
Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada 
pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan 
peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, wewenang 
merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil 
tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni 
terwujudnya kesewenang-wenangan (onwetmating). Keseluruhan 
pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau 
dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintahan 
maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan 
atau perbuatan pemerintahan. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
pemerintah daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 





prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
Pengertian Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, 
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah 
daerah. Dijelaskan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014, kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
Pelaksanaan tugas pemerintah di daerah antara pemerintah daerah 
dan DPRD mempunyai hubungan yaitu hubungan antara pemerintah 
daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya 
setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna 





yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini 
tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan daerah. 
Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas 
(legaliteutsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), 
maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan 
berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang 
bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.34 
Secara garis besar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dengan jelas telah mengatur masalah pembagian 
kewenangan ini. Undang-Undang menyuratkan bahwa kewenangan 
pemerintah di tingkat lokal akan bertambah dan mencakup 
kewenangan pada hampir seluruh bidang pemerintahan.  
Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas 
dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah: "Mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan 
Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam 
seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang masih harus 
berada ditangan pusat. 
Lebih rinci lagi kewenangan daerah yang terdapat di dalam 
Undang-Undang adalah: 
 





a. Mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan 
bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai 
dengan peraturan perundangan 
b. Mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai kearah laut 
lepas dan berwenang melakukan: 
- eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan 
laut sebatas wilayah laut tersebut; 
- pengaturan kepentingan administratif; 
- pengaturan tata ruang; 
- penegakan hukum; dan 
- perbantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. 
c. Melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan 
pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta 
pendididkan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan. 
d. Membiayai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan DPRD. 
e. Melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan atau luar 
negeri dengan persetujuan DPRD dan Pusat untuk pinjaman luar 
negeri. 
f. Menentukan tarif dan tata cara pemungutan retribusi dan pajak 
daerah. 





h. Menetapkan APBD. 
i. Melakukan kerjasama antar daerah atau badan lain, dan dapat 
membentuk Badan Kerjasama baik dengan mitra didalam maupun 
diluar negeri. 
j. Menetapkan pengelolaan Kawasan Perkotaan. 
k. Pemerintahan kota/kabupaten yang wilayahnya berbatasan 
langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola 
kawasan perkotaan. 
l. Membentuk, menghapus, dan menggabungkan desa yang ada di 
wilayahnya atas usul dan prakarsa masyarakat dan persetujuan 
DPRD. 
m. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. 
n. Membentuk Satuan Polisi Pamong Praja. 
Selain itu, berbagai kewenangan yang dipunyainya daerah juga 
dapat ditugasi oleh pusat untuk membantu melaksanakan kewenangan 
yang seharusnya dilaksanakan oleh pusat (Tugas Pembantuan). Untuk 
penugasan ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah mensyaratkan harus disertai dengan pembiayaan, 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya daerah 
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2. Urusan Pemerintahan 
Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, 
berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan 
pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 
Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, 
efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis 
nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar 
pelaksanaan Otonomi Daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dalam pasal 9 sampai 12 membagi urusan 
pemerintahan menjadi: 
1. Klasifikasi Urusan Pemerintahan 
a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan 
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan 
pemerintahan umum. 
b. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan 
yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 
c. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan 
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 
d. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah 





e. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala 
pemerintahan. 
2. Urusan Pemerintahan Absolut 
a. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri; 
pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; 
dan agama. 
b. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut 
Pemerintah Pusat; melaksanakan sendiri atau melimpahkan 
wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas 
Dekonsentrasi. 
3. Urusan Pemerintahan Konkuren 
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan 
Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan. 
a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan 
Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 
Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar. 
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang 





Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum 
dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan 
pelindungan masyarakat; dan sosial. Urusan Pemerintahan 
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan 
pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; 
komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan 
menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Layanan 
Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMKM Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 
Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja, terjadi perdebatan hukum yang sengit. Banyak pihak yang 
kontra terhadap poin-poin subtansi Undang-Undang tersebut, namun tidak 
sedikit pula yang mengapresiasi langkah pemerintah mencarikan solusi 
terkait persoalan perekonomian nasional saat ini. Pemberian bantuan 
hukum penting agar pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usahanya 
terbebas dari potensi pelanggaran-pelanggaran hukum bisnis maupun 
administrasi negara. Selain itu, perlunya mengkonstruksikan kewajiban 
pemerintah memberikan bantuan hukum terhadap UMKM agar dalam 
pembentukan regulasi teknisnya tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Cipta Kerja. Dalam menjalankan usaha, kelompok pelaku usaha 
UMKM seringkali dibayang-bayangi kecemasan apabila berhadapan 
dengan persoalan hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok 
pengusaha UMKM di antaranya terkait sengketa lembaga pembiayaan, hak 
cipta (merek) hingga sengketa kebijakan pemerintah. Diaturnya kewajiban 
pemerintah dalam memberikan akses bantuan hukum terhadap pelaku 
usaha UMKM dalam menjalankan usahanya, tidak dapat dilepaskan dari 





menghendaki kemudahan berusaha terkhusus bagi kalangan pelaku usaha 
UMKM.36 
Hadirnya pengaturan tersebut merupakan suatu solusi hukum 
(inovasi) bagi pelaku usaha UMKM untuk melakukan persaingan usaha 
serta menghadapi sengketa-sengketa bisnis. Namun perlu diketahui, 
pengaturan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku usaha UMKM 
bukanlah hal baru. dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga 
menyebut bahwa pemerintah memberikan aspek kemudahan berusaha 
dalam bentuk memberikan konsultasi hukum dan pembelaan. Artinya, 
harus diperhatikan pula di mana letak perbedaan pengaturan pemberian 
bantuan hukum dalam Undang-Undang UMKM dan Undang-Undang 
Cipta Kerja. Substansi Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya 
mengatur kewajiban pemerintah memberikan layanan bantuan dan 
pendampingan hukum terhadap pelaku usaha UMKM dalam menjalankan 
usahanya. Pemerintah juga menjamin kepastian hukum perlindungan 
UMKM melakukan persaingan usaha dalam kancah perekonomian 
nasional.37 
Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (rule of law), sudah 
selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi 
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panduan hukum tentang arah pembangunan hukum nasional untuk periode 
pemerintah tertentu. Kurangnya bantuan hukum membuat UMKM 
Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang, sayangnya fakta 
tersebut seringkali malah disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat.38 Modal yang terbatas, kualitas sumber daya manusia, 
kelemahan penguasaan teknologi malah dilihat sebagai faktor kekurangan 
UMKM, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya 
perlindungan (protection) dan pemberdayaan (empowerment) yang 
memadai. Padahal, siapapun tahu jika kebijakan politik ekonomi 
pemerintah secara makro seringkali salah arah, tidak tepat sasaran dan 
kurang melindungi UMKM dari persaingan bisnis.39 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) telah menetapkan tujuan dari UMKM 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya 
dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi 
ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu tujuan pemberdayaan UMKM 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah:  
a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 
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b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan 
mandiri: dan 
c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan 
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat 
dari kemiskinan. 
Terlepas dari perdebatan pro dan kontra Undang-Undang Cipta 
Kerja, di antara materi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah salah 
satunya mengenai: kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) dan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan 
UMKM. Hal ini mengingat bahwa UMKM merupakan tulang punggung 
perekonomian negara. Selanjutnya, UMKM merupakan bisnis berskala 
kecil yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 
perekonomian Indonesia. Ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 
dan tahun 2008, usaha mikro kecil dan menengah relatif mampu bertahan 
dibandingkan perusahaan besar.40 Data dari Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 
1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru semakin meningkat, 
bahkan menyerap 85 juta hingga 120 juta tenaga kerja sampai tahun 2018. 
Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 64.199.606. Dari 
jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebanyak 64.194.057 
 





atau 99.99 persen. Sisanya, sekitar 0.1 persen atau 5.550 adalah usaha 
besar. Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat 
potensial bagi perekonomian di negara Indonesia. 
UMKM memegang peranan penting dalam sistem perekonomian di 
Indonesia serta dapat menjadi salah satu alternatif dalam membuka 
lapangan pekerjaan baru. Walaupun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 
sedikit, tetapi jika Koperasi dan UMKM tersebut dapat berkembang 
menjadi usaha dengan skala besar, maka secara otomatis akan menambah 
jumlah pekerjannya pula. Koperasi dan UMKM tidak akan bisa 
berkembang atau bahkan berjalan dengan baik jika tidak ada bantuan dari 
Pemerintah Daerah setempat. Sebagai sektor yang berperan dalam 
membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia, usaha 
mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki posisi penting dalam 
keberlangsungan perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor UMKM 
terhadap produk domestik bruto nasional diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 
2019. Dengan estimasi pertumbuhan itu, total kontribusi UMKM terhadap 
produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2019 dapat mencapai 65% 
atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun. Adapun realisasi kontribusi UMKM 
terhadap PDB nasional tahun 2019 mencapai sekitar 60,34%.41 
Dibalik potensi yang besar dari UMKM, terdapat beberapa faktor 
yang menghambat pengembangan UMKM. Faktor-faktor tersebut 
diantaranya tentang perizinan, permasalahan hukum, permodalan, 
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manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya 
kelemahan dalam sistem produksi.42 Sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pemerintah pusat dan Pemerintah 
daerah berkewajiban dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. 
Sebagai salah satu agen pemberdayaan UMKM, Pemerintah harus bisa 
menjamin perkembangan UMKM di Indonesia. Karena saat ini UMKM 
dibiarkan tumbuh sendiri oleh pemerintah tanpa kebijakan yang berpihak. 
Berkaitan dengan permasalahan ini, dapat ditinjau berdasarkan pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang UMKM, yakni: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: 
a. pendanaan; 
b. sarana dan prasarana; 
c. informasi usaha; 
d. kemitraan; 
e. perizinan usaha; 
f. kesempatan berusaha; 
g. promosi dagang; dan 
h. dukungan kelembagaan.” 
Berdasarkan pada pasal tersebut, sebenarnya Pemerintah memiliki 
kewenangan yang cukup luas dalam melindungi dan mengembangkan 
UMKM di masing-masing wilayah administratifnya. Ditinjau berdasarkan 
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aspek kewenangan, Pemerintah daerah provinsi ataupun Pemeritah daerah 
Kabupaten memiliki kewenangan dalam menyediakan layanan bantuan 
dan pendampingan hukum bagi UMKM. Secara yuridis pengertian 
wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.43 Pengertian 
wewenang menurut H.D.Stoud adalah “bevoegheid wet kan worden 
omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door 
publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer” 
bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang 
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh 
subjek hukum publik dalam hukum publik.44 
Keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM sangat jelas 
melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. Di karenakan pemerintah memang sangat 
berkepentingan untuk melindungi dan mengembangkan sektor UMKM. 
Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, 
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Poin 
penting yang diatur dalam PP ini adalah peran pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM. Salah 
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satunya dengan memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum 
secara gratis yang diberikan oleh pemerintah.45 Untuk melaksanakan 
kewenangannya dengan baik pemerintah daerah harus memahami 
bagaimana peran yang dimilikinya terhadap pelaku UMKM Menurut Gede 
Diva, dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan 
optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator : 
a. Peran pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah memiliki peran 
dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan 
usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai 
kelemahan di bidang hukum, tugas fasilitator adalah memberikan 
kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan 
memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum. Demikian 
pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah 
membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat 
pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati 
agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Dalam konteks fasilitasi 
tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik 
yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, 
baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas 
hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang 
diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada 
bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan 
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diberi fasilitas, pertama, pemerintah antipati atau tidak senang 
terhadap keberadaan UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak 
mau tahu terhadap perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral 
yang berarti pemerintah memberlakukan UMKM sama dengan badan 
usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus 
bersaing dengan badan usaha lain. Keempat, pemerintah simpati 
dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan 
motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan. 
b. Peran pemerintah sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai 
regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga 
mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. 
Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi 
lingkungan usaha tetap kondusif untuk mempermudah proses hukum 
yang berkaitan dengan UMKM seperti perizinan, bantuan hukum dan 
pendampingan hukum serta membuat kebijakan tentang aturan-aturan 
persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan 
aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam 
melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang 
pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat 
dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah 
pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap 





c. Peran pemerintah sebagai katalisator. Secara harfiah katalisator adalah 
zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud 
memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran 
pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah 
mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi fast moving 
enterprise. Fast moving enterprise merupakan UMKM yang telah 
memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi 
menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan fast moving 
enterprise, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang 
ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam 
mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah 
daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan 
karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan 
perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien 
lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami. Untuk dapat 
menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan 
berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk 
produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana 
intelektual bagi UMKM ( perlindungan hak kekayaan intelektual) dan 
permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir (Gede 
Diva,2009:15-18). 
 Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 





mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 
sebelumnya telah disusun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. 
Perubahan dan penambahan pasal tersebut merupakan wujud bantuan dan 
dukungan dari pemerintah dalam rangka mempermudah UMKM untuk 
berkembang yaitu : 
1. Keringanan biaya Perizinan Berusaha. 
Bagi UMK yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif 
berupa tidak kenai biaya untuk Usaha Mikro dan diberikan keringanan 
biaya untuk Usaha Kecil sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang 
UMKM jo. Undang-Undnag Cipta Kerja. 
2. Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM. 
Bagi Usaha Mikro dan Kecil, pembiayaan dapat diterima dari 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), serta Usaha Besar nasional dan asing. Pembiayaan tersebut 
dapat berupa pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 
Pemerintah dapat pula memberikan insentif dalam bentuk kemudahan 
persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan 
bentuk insentif lainnya. Sedangkan bagi Usaha Menengah, pemerintah 
memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja 
dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses 
terhadap pasar modal, dan mengembangkan lembaga penjamin kredit, 





3. Pemberian insentif kepada Usaha Besar dan Menengah dalam rangka 
kegiatan kemitraan dengan Koperasi atau UMK. 
Pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi, mendukung, dan 
menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar 
dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan 
untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Bagi pelaku yang 
telah melakukan kemitraan, pemerintah akan memberikan insentif 
melalui pengembangan produk agar dapat diekspor, penyerapan 
tenaga kerja, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, serta 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 
4. UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan. 
UMK yang berorientasi ekspor dapat diberikan insentif kepabeanan 
dan bagi UMK tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan (PPh). 
5. Mempermudah UMK dalam hal pendaftaran dan pembiayaan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI). 
Tidak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah juga mempermudah dan 
menyederhanakan proses untuk UMK dalam mengimpor bahan baku 
dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam 
negeri, dan/atau fasilitasi ekspor. 
6. Pembebasan biaya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal. 
Poin ini diatur di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja. 





Sertifikasi Halal diajukan oleh Pelaku UMK maka tidak akan dikenai 
biaya. 
7. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK). 
DAK diberikan sebagai bentuk dukungan pendanaan bagi pemerintah 
daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan 
UMKM. Pengalokasian DAK tersebut harus dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
8. Penyediaan tempat promosi bagi UMK di infrastruktur publik. 
Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha 
swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat 
usaha, dan/atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik yang 
mencakup terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, 
tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, serta infrastruktur public 
lainnya. Alokasi tersebut paling sedikit 30% dari luas tempat 
pembelanjaan pada infrastruktur publik yang bersangkutan. 
9. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum. 
Penyediaan tersebut bersifat wajib oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Ketentuan tersebut dipertegas di dalam Pasal 96 
Undang-Undang UMKM jo. Undang-Undang Cipta Kerja. 
Keuntungan di atas dapat dirasakan pelaku UMKM jika telah 
memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). IUMK adalah tanda 
legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam 





oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) yang dilakukan dengan 
cara : 
1. Mengakses laman OSS untuk memperoleh akun pengguna 
(https://oss.go.id)  
2. Mendaftar pada laman OSS menggunakan akun pengguna 
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data seperti yang tercantum 
dalam OSS 
4. OSS menerbitkan NIB bagi pelaku usaha yang telah melakukan 
pengisian data secara lengkap. Setelah pelaku usaha memperoleh NIB, 
Lembaga OSS secara bersamaan akan menerbitkan IUMK. IUMK 
tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan 
usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional.46 
Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah mengenai layanan 
bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM sudah jelas tercantum 
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tepatnya 
pada pasal 96 BAB V Bagian ke Sembilan yang berbunyi : “Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib 
menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha 
Mikro dan Kecil.” Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga 
ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan terbitnya peraturan pelaksana 
berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
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Menengah. Di dalam PP tersebut khususnya Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) 
yang mengatur terkait perlindungan hukum kepada UMKM yang berbunyi 
“(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan 
bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil, (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku 
usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak 
dipungut biaya, (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi, 
penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar 
pengadilan.” 
Pasal 49 PP Nomor 7 Tahun 2021 untuk memperoleh layanan 
bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud harus 
memenuhi persyaratan: 
a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah; 
b. memiliki nomor induk berusaha; dan 
c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. 
Menurut Pasal 50 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat 
memberikan bantuan pembiayaan kepada. Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan 
pihak lain. Pihak lain sebagaimana dimaksud tersebut terdiri atas: 
a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat; 
b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau 





Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak 
lain meliputi: 
a. konsultasi hukum; 
b. mediasi; 
c. penyusunan dokumen hukum; 
d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 
e. pendampingan di pengadilan. 
Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan 
pendampingan hukum ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 51 dalam upaya pemberian layanan bantuan dan 
pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit: 
a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh 
pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 
b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
mengenai bentuk dan tata cara mengakses layaan bantuan dan 
pendampingan hukum; 
c. meningkatkan literasi hukum; 
d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan 
layaan bantuan dan pendampingan hukum; dan 
e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi 





Berdasarkan Pasal 52, pemberian layanan bantuan dan 
pendampingan hukum Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 dilaksanakan oleh setiap 
kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang melakukan 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan 
kewenangan. Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan 
pendampingan hukum Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaporkan kepada 
Kementerian. Dan Kementerian melaksanakan evaluasi terhadap 
pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan 
Kecil paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dengan diaturnya 
kewajiban pemerintah memberikan bantuan dan pendampingan hukum 
kepada pelaku usaha UMKM secara langsung akan mendanai advokat-
advokat yang memiliki kompetensi di bidang hukum bisnis dan hukum 
administrasi negara dalam mendampingi pelaku usaha UMKM. Mulai dari 
pendampingan kemudahan perizinan berusaha, pendampingan mendirikan 
perseoran terbatas, pendampingan melakukan pembiayaan, pendampingan 
akses pasar dan tempat usaha, pendampingan akses rantai pasok, 
pendampingan pajak dan fiskal serta pendampingan proteksi UMKM. 
Melalui gambaran umum pelaksanaan program layanan ini penulis 
mengambil sample di kota Tegal untuk mengukur bagaimana pelaksanaan 
layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM. Berdasarkan 
Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran 





Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, 
perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar berdasarkan asas 
otonomi daerah dan tugas pembantuan (Pasal 164). Untuk 
menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 164, 
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan mempunyai fungsi:  
a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi 
dan pasar; 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, 
perdagangan dan pengembangan produksi dan pasar; 
c. Pembinaan dan fasilitasi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi 
dan pasar; 
d. Pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan produksi 
dan pasar;  
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro, 
kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan pengembangan 





f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas 
dan fungsi. 
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan koperasi dan 
pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk 
menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:  
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pemberdayaan koperasi; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan 
menengah; 
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsi. 
Dikutip dari m.ayotegal.com, Kota Tegal kini memiliki gedung 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Center yang beralamat di 
Jalan Sebayu, Kompleks Balai Kota Tegal. UMKM Center merupakan 
bentuk kerjasama antara pemerintah Kota Tegal dengan Kantor Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) Tegal. Menurut Kepala Kantor OJK Tegal yaitu 
Ludy Arlianto, berdirinya UMKM Center ini akan menjadi pusat informasi 





UMKM Center dapat menjadi pusat inkubator dan layanan bisnis UMKM 
Kota Tegal yang terintegrasi dalam pemberdayaan dan pengembangan 
UMKM berdaya saing tinggi.47 
Berdasarkan data tersebut sebagaimana terdapat fungsi pemerintah 
daerah khususnya pada dinas UMKM kota Tegal sudah tercantum dengan 
baik sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi pada pelaksanaan 
layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di kota Tegal 
masih belum jelas. Apabila secara konstruksi kewajiban pemberian 
bantuan hukum oleh pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM 
menjalankan usahanya telah tersusun baik dalam Undang-Undang Cipta 
Kerja, pelaksanaan pengaturan ini harus dapat diatur sebaik-baiknya dalam 
aturan teknis agar pengaturan kewajiban pemerintah memberikan bantuan 
hukum ini dapat dijalankan dengan baik dalam implementasinya.48 
Berdasarkan keterangan di atas, maka bantuan dan pendampingan 
hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan 
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Serta 
pada Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran 
 
47 Lilisnawati, m.ayotegal.com, Ajib! Kota Tegal Kini Punya UMKM Center di 
Masa Pandemi, 26 Januari 2021, https://m.ayotegal.com/read/2021/01/26/6060/ajib-kota-
tegal-kini-punya-umkm-center-di-masa-pandemi (Diakses pada tanggal 8 Juni 2021 Pukul 
12.01 WIB) 
48 Asha Sagsha Nurshoffa, Hukumonline.com, Inovasi Kewajiban Bantuan Hukum 
Terhadap Perlindungan UMKM 19 Maret 2021, 
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Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal, Dinas 
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangan juga sudah sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-
Undang Cipta Kerja. Di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
telah memberikan perhatian lebih dalam hal pelayanan kepada UMKM 
khususnya layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan 
hukum, konsultasi hukum, mediasi, perizinan dan pendampingan di luar 
pengadilan.  
B. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMKM 
Pemberian bantuan hukum terhadap UMKM dalam Undang-
Undang Cipta Kerja sejatinya merupakan solusi pemerintah untuk hadir 
melindungi pelaku usaha UMKM, tidak hanya dari aspek perekonomian 
saja, tapi juga aspek perlindungan hukum difasilitasi oleh pemerintah. 
Jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam 
menjalankan aktivitas usahanya dihadirkan pemerintah dengan tujuan 
keluar dari keterpurukan ekonomi di tengah situasi Covid-19 yang tak 
kunjung berhenti dan ketatnya arus persaingan usaha, baik di tingkat lokal 
maupun nasional. Selain itu pada masa pandemi Covid-19 ini menghantam 
dunia usaha. Sektor yang paling terdampak adalah Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) dan Koperasi. Hal ini mengakibatkan tidak sedikit 





persoalan hukum yang paling sering dihadapi UMKM dan Koperasi 
selama pandemi yaitu : 
- Tidak memiliki izin. Tidak adanya izin usaha resmi sehingga 
menghambat laju usaha para pelaku UMKM. Mayoritas pelaku 
UMKM mengalami tantangan di bidang legalitas dan perizinan, 
termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang 
ditempuh dalam proses pengurusannya.49 
- Pembatalan kontrak. Pada perjanjian bisnis atau kerja sering terjadi 
permasalahan seperti wanprestasi, pembatalan kontak secara 
sepihak dan sebagainya yang terjadi antara pelaku usaha kecil dan 
besar. 
- Hutang piutang. Faktor hutang piutang terjadi karena minimnya 
modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Kadang terdapat pelaku 
usaha yang meminjam dari lembaga keuangan ilegal karena 
persyaratan bank yang terlampau tinggi. 
Berdasarkan data yang ada pada www.sme.go.th, urutan kendala 
yang dihadapi UMKM di Indonesia pada umumnya adalah sebagai 
berikut:  
d. Kesulitan dalam mengkases kredit; 
e. Informasi pasar dan memampuan memasarkan; 
f. Sumber daya manusia; 
g. Kemampunan manajemen; 
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h. Hukum dan regulasi; 
i. Dukungan dari pemerintahan daerah; 
j. Perpajakan; 
k. Daya beli konsumen; 
l. Prosedur pendirian perusahaan; 
m. Program Kebijakan Ekonomi Pemerintah; 
n. Image of the Enterpreneur.  
Pada kendala hukum dan regulasi, permasalahan yang mungkin 
muncul adalah sebagai berikut: 
a. Administrasi Hukum, seperti dokumen perizinan, BPOM, 
Label Halal dan Hak Cipta; 
b. Asuransi; 
c. Mekanisme penyelesaian sengketa baik antara penjual dengan 
pembeli maupun dengan pihak pendukung seperti lembaga 
keuangan, internet service provider, dll; 
d. Mengatasi masalah tenaga Kerja; 
e. Merk/Brand/Hak Paten; 
f. Pembuatan perjanjian/Kontrak Kerjasama, misal Waralaba; 
g. Pendirian perusahaan/Bentuk Badan Hukum; 
h. Perkreditan dan Hutang Piutang jika terjadi kredit bermasalah; 
i. Perlindungan Agen; 
j. Perlindungan Konsumen; 






m. Persaingan Usaha dan alternatifnya, seperti akusisi, 
penggabungan perusahaan.50 
Beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM menjadi perhatian 
utama dalam proses pengembangan yang dicanangkan oleh pemerintah, 
khususnya pemerintah daerah dalam rangka otonomisasi. Implementasi 
untuk mengawal hal tersebut butuh konsistensi dari pemerintah. Maka dari 
itu pemerintah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum 
untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada di UMKM. Tetapi pada 
pelaksanaanya pemerintah daerah  juga mengalami beberapa kendala yaitu 
: 
a. Sosialisasi. Untuk mampu beradaptasi dengan perubahan dunia 
dibidang ekonomi, aspek kemudahan berbisnis atau berusaha 
harus terus ditingkatkan efektivitasnya karena begitu cepatnya 
terjadi perubahan regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja 
pemerintah terus mensosialisasikan esensi Undang-Undang ini 
kepada semua elemen masyarakat khusunya pelaku UMKM 
agar tujuan mulia dari Undang-Undang ini bisa dipahami 
dengan baik. 
b. Sumber Daya Manusia (SDM). SDM disetiap daerah tentunya 
berbeda-beda, untuk dapat melaksanakan layanan ini 
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pemerintah membutuhkan advokat-advokat yang siap 
mendampingi pelaku UMKM berhadapan dengan hukum. 
c. Masih rendahnya minat para pelaku UMKM menggunakan 
layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan 
oleh pemerintah. Karena pada pelaku usaha besar biasanya 
mereka sudah memiliki kuasa hukum sendiri dan kurangnya 
pengetahuan pada pelaku usaha kecil. 
d. Keterbatasan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan 
informasi teknologi sebagai sarana mengakses informasi 
layanan bantuan dan pendampingan hukum secara gratis 
melalui website sehingga implementasi layanan tersebut kurang 
berjalan dengan maksimal. 
e. Sebagian besar UMKM kurang mengetahui regulasi terbaru 
yang diatur oleh pemerintah contohnya terkait Undang-Undang 
Cipta Kerja sehingga program yang dilaksanakan oleh 
pemerintah kurang diketahui oleh masyarakat. 
f. Pada aspek sarana dan prasrana masih terbatas karena sebagian 
UMKM kurang aktif dalam mengikuti program pemerintah. 
Berdasarkan beberapa kendala pelaksanaan layanan bantuan dan 
pendampingan hukum oleh pemerintah daerah yang diuraikan dapat 
disimpulkan bahwa kendala utama yang terjadi adalah kurangnya 
pengetahuan pelaku UMKM tentang regulasi terbaru dalam Undang-





Undang ini kurang berjalan dengan baik. Agar kendala-kendala yang 
dihadapi pemerintah dapat terhindarkan maka dibutuhkan partisipasi 
masyarakat dalam mewujudkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baik. 
Sastrodipoetra dalam Rohman, A.Putra dkk, menyatakan partisipasi 
sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan 
tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan 
bersama (Rohman, Ainur,2009:45). Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh 
Prasetyawan membedakan patisipasi menjadi empat jenis : 
a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat 
dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan penentuan 
alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang 
berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan yang diambil 
bersama-sama. Perwujudan dari partisipasi dalam pengambilan 
keputusan ini diantaranya adalah kehadiran diskusi, memberikan 
sumbangan pemikiran, penerimaan maupun penolakan program 
yang telah ditawarkan. 
b. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah 
disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, 
pelaksanaan, maupun tujuan. Sangat dibutuhkan keterlibatan 
berbagai unsur khususnya masyarakat dan pemerintah dalam 
pelaksanaan program yang telah ada. Pemerintah dalam hal ini 





Ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan 
meliputi menggerakkan sumber daya dan sumber dana, kegiatan 
administrasi, koordinasi dan penjabaran program. 
c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam 
pengambilan manfaat berhubungan dengan kualitas maupun 
kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai. Apabila 
ditinjau dari segi kualitas, keberhasilan program akan ditandai 
dengan adanya peningkatan output, sedangkan apabila ditinjau dari 
segi kuantitasnya, dapat dilihat dari seberapa besar persentase 
keberhasilan program yang telah dilaksanakan, apakah sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan ataukah belum. 
d. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan 
dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. 
Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan 
program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada 
penyimpangan. (Prasetyawan,2013:24-26) 
Sudah sepatutnya pemerintah dan pelaku UMKM bekerja sama 
agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dapat 
terealisasikan dengan baik. Undang-Undang Cipta kerja sendiri dibuat 
untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap 
koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional. Karena 
dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan 







1. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam layanan bantuan 
dan pendampingan hukum bagi UMKM secara umum sudah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah. Tetapi pada implementasinya belum semua daerah yang 
ada di Indonesia melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan apa yang 
ada di Undang-Undang Cipta Kerja contohnya Kota Tegal. Walaupun 
Kota Tegal sendiri sudah mempunyai gedung center UMKM yang 
melayani berbagai hal yang berkaitan dengan UMKM tetapi belum 
ditemukan hal tentang layanan bantuan dan pendampingan hukum. 
2. Kendala pelaksanaan layanan bantuan dan pendampingan hukum oleh 
pemerintah daerah yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa kendala 
utama yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan pelaku UMKM 
tentang regulasi terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja 
khususnya pada layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi 
UMKM sehingga dalam implementasinya kurang berjalan dengan 
maksimal. Contohnya pada masyarakat pelaku UMKM yang ingin 





pendampingan dari pemerintah untuk proses pengurusannya karena 
ketidaktahuan masyarakat pelaku UMKM tentang layanan tersebut. 
B. Saran 
1. Pemerintah daerah diharapkan melaksanakan kewenangannya dengan 
baik dan nyata sesuai dengan apa yang ada di Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga 
Undang-Undang Cipta Kerja dapat terealisasikan kepada pelaku usaha 
dan diimplementasikan dengan baik. 
2. Agar pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam layanan 
bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM terealisasikan dengan 
baik sudah sepatutnya antara pemerintah dan pelaku usaha bekerja 
sama demi mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia. Dengan 
menekankan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja khususnya 
tentang UMKM ke semua elemen masyarakat yang ingin mendirikan 
usaha atau sudah mempunyai usaha diharapkan layanan bantuan dan 













Alwi Hasan. 2007. Pedoman Pendamping pada Rumah. Jakarta: Departemen 
Sosial RI. 
Atmosudirdjo Prajudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia 
Indonesia. 
Azrul Tanjung M. 2017. Koperasi Dan Umkm Sebagai Fondasi Perekonomian 
Indonesia. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 
Bratakusumah Deddy Supriyadi. 2000. Penyelenggaraan Kewenangan dalam 
Konteks Otonomi Daerah. Bappenas. 
Budiardjo Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 
HR Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. 
Ilmar Aminuddin. 2014. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Kencana. 
Indrohato. 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Bandung: Citra 
Aditya Bakti. 
Komarudin. 2014. Politik Hukum Integratif UMKM. Jakarta: UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 
Manurung, Model Untuk Bisnis UKMI, 2008, Jakarta: Kompas Media, hlm. 2. 
Muhammad Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I. Bandung: 
PT. Citra AdityaBakti. 
Pendidikan dan Kebudayaan Departemen. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Jakarta: Balai Pustaka. 
Praptono Eddhie dan Soesi Idayanti. 2020. Hukum Perusahaan. Yogyakarta: 
Tanah Air Beta. 
Sartika Partomo Tiktik dan Abd Rachman Soejoedono. 2004. Ekonomi Skala 
Kecil/Menengah dan Koperasi. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
Simamora. 2012. Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Berbentuk Bukan 





Stout HD. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. 
2004. Bandung: Akumni. 
Suharto Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: 
Refika Aditama. 
Sukirno Sadono. 2004. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja. 
Sunarno Siswanto. 2016. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta: 
Sinar Grafika. 
T.H. Tambunan Tulus. 2009. UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. 
Tjiptoherjianti Prijono dan Said Zainal Abidi. 1993. Reformasi Administrasi dan 
Pembangunan Nasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia. 
 
Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah : 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan 









Jurnal dan Skripsi : 
Medriyansah. 2017. Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi 
Islam. jurnal ekonomi. 
Rahmat Diding. 2014. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. ISSN 2354-5976 Vol. 
04 Nomor 01. 
Resalawati Ade. 2011. Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap 
pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia. (Skripsi: Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta). 
Sitorus. 2018. Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean, Journal of law. 
Suarni. S. 2018. Fungsi Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Koperasi di 
Kabupaten Jeneponto. Skripsi Sarjana Hukum. Universitas Hassanudin 
Makassar. 
Suwari Akhmaddhian, Bias Lintang Dialog, Dikha Anugrah dan Yani Andriyani. 
2019. Bantuan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di 
Kecamatan Selajambe, Kuningan. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 02 
Nomor 02. 
Teguh Prasetio. 2021. Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam 
Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja. Skripsi Sarjana Hukum. Universitas Singaperbangsa 
Karawang. 
Yusri. 1998. Perlindungan Usaha Kecil Dalam Upaya Mewujudkan Pemerataan 
Kesempatan Berusaha Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum: Universitas 
Syiah Kuala. 
Zahroh Tsania Riza. 2017. Peran UMKM Konveksi Hijab Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Ekonomi Perempuan, jurnal ekonomi. 
 
 
 
74 
 
 
 
Website : 
https://dosenpintar.com/pengertian-umkm/ 
https://kontrakhukum.com/article/pertumbuhanumkmuuciptakerja 
https://m.ayotegal.com/read/2021/01/26/6060/ajib-kota-tegal-kini-punya-umkm-
center-di-masa-pandemi 
https://news.ddtc.co.id/umkm-kena-masalah-hukum-pemerintah-bakal-beri-
bantuan-gratis-28017?page_y=832 
https://seoanaksholeh.com/permasalahan-umkm/ 
https://smartlegal.id/perizinan/2020/12/08/uu-cipta-kerja-sah-5-kemudahan-yang-
bakal-diperoleh-umkm/ 
https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-
informasi/artikel/4449golonganyangberhakmenerimabantuanhukum#:~:text=Seda
ngkan%20pemberian%20bantuan%20hukum%20secara,luar%20pengadilan%20d
an%20drafting%20dokumen 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt605443007dcfd/inovasi-kewajiban-
bantuan-hukum-terhadap-perlindungan-umkm-oleh--asha-sagsha-
nurshoffa?page=all 
https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-7-2021-kemudahan-pelindungan-
pemberdayaan-koperasi-umkm 
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2011-bantuan-hukum 
 
 
 
 
 
 
 
